
BUPATI KUBU RAYA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 

NOMOR4 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENETAPAN PAGU DEFINITIF UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUBU RA YA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 136 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu 
memberikan Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu 
Raya Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pagu Definitif 
Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
Anggaran 2011; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 



Menetapkan 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu 
Raya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 
19); 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN BUPA TI TENT ANG PENETAP AN PAGU DEFINITIF 
UANG PERSEDIAAN (UP) SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH 
(SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN 
KUBU RAY A TAHUN ANGGARAN 2011 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya. 
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya. 
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat T APD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu 
Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 
Daerah yang jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
tugas Bendahara Umum Daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 



14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

15. Pengguna Anggaran adalah pej a bat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpin. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagai tugas dan fungsi SKPD. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pad a SKPD. 

21. Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, rencana, belanja untuk masing-masing program dan 
kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan 
oleh pengguna anggaran. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD adalah yang memuat perubahan pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksana 
kegiatan dalam setiap periode. 

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

27. Uang Persedian yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka 
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

28. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

29. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 



30. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan 
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran langsung dengan uang. 

31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

33. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalalah dokumen yang diterbitkan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya 
melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan. 

35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

Pasal 2 

Menetapkan Pagu Definitif Uang Persediaan (UP) masing-masing Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kubu Raya. 

Dun.dangkzn di Sur.gai Raya 
pada tanggai....//.20!l... «.. 
SEKRET~RIS DAERAH KABUP{TEN KUBU A 

WISE'N " {1I1K 
EERITA DAERAH KA!' ·ATEN KUBU RAYA 
TAHUN �U............ OMOR "4 . 

Ditetapkan di Sung · Raya 
pada tanggal 3 1-11- 2011 



LAMPIRAN PERA TURAN BUPA TI KUBU RAY A. 
NOMOR T AHUN 2011 
TANGGAL 
TENTANG : PENETAPAN PAGU DEFINITIF UANG PERSEDIAAN (UP) 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN2011 

No. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

1. Dinas Pendidikan 

2. Dinas Kesehatan 

3. Dinas Bina Marga dan Pengairan 

4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

6. Dinas Perhubungan 

7. Badan Lingkungan Hid up 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana 

10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

14. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat 

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

16. Sekretariat Daerah 

17. Sekretariat DPRD 

18. Inspektorat Daerah 

19. Badan Kepegawaian Daerah 

20. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

JUMLAHUANG 

PERSEDIAAN (UP) 

Rp. 338.682.000,- 

Rp. 412.455.000,- 

Rp. 55.545.000,- 

Rp. 85.869.000,- 

Rp. 177.709.000,- 

Rp. 58.245.000,- 

Rp. 64.041.000,- 

Rp. 33.601.000,- 

Rp. 63.474.000,- 

Rp. 74.733.000,- 

Rp. 109.483.000,- 

Rp. 87.479.000,- 

Rp. 98.246.000,- 

Rp. 42.957.000,- 

Rp. 20.094.000,- 

Rp. 555.887.000,- 

Rp. 790.600.000,- 

Rp. 109.390.000,- 

Rp. 178.295.000,- 

Rp. 194.601.000,- 



DInadzngk@an r $gig,3 
pada tanggai....?//29\l... 
'SEKRET~RIS DAER~H KAR!PATE! KUBU FAY 

HUSEIN St ' 'IK 
BERITA DAERAH KA!}ATEN KUBU RAYA 
TAHUN..Z9I. _....N(MoR..4............... 

21. Satuan Polisi Pamong Praja Rp. 58.467.000,- 

22. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Rp. 73.597.000,- 
Desa 

23. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Rp. 32.429.000,- 

24. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp. 36.575.000,- 

25. Dinas Pertanian dan Petemakan Rp. 80.237.000,- 

26. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Rp. 47.466.000,- 
Kehutanan 

27. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Rp. 83.382.000,- 

28. Dinas Perikanan dan Kelautan Rp. 106.991.000,- 

29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp. 65.273.000,- 
@ 

30. Kecamatan Sungai Raya Rp. 35.977.000,- 

31. Kecamatan Kuala Mandor B Rp. 30.559.000,- 

32. Kecamatan Sungai Ambawang Rp. 31.423.000,- 

33. Kecamatan Terentang Rp. 34.016.000,- 

34. Kecamatan Batu Ampar Rp. 41.355.000,- 

35. Kecamatan Kubu Rp. 34.019.000,- 

36. Kecamatan Rasau Jaya Rp. 33.501.000,- 

37. Kecamatan Teluk Pakedai Rp. 34.943.000,- 

38. Kecamatan Sungai Kaka Rp. 33.769.000,- 


